KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL
NOMOR : 180.19 / 17 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN RPJM DESA

Menimbag

Mengingat

TAHUN 2022 - 2028

KEPALA DESA TEMPEL,

a. Bahwa Pemerintah Desa berkewajiban menyusun Rencana

;1.

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan
Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang
merupakan penjabaran dari RPJM Desa;

. Bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa (RPJM Desa) ) dilakukan oleh Tim Penyusun
yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim
Penyusun RPJM Desa;

. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a

dan huruf b dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan
tentang Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (Tim Penyusun RPJM Desa).

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan
Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950




10.

tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2039)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
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22,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang
Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1097);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang
Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 1099);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa;

Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 16
Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum
Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun
2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2023;
Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 11 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026;

Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang
Pedoman penyusunan RPJM Desa dan RKPdesa.




Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

—

MEMUTUSKAN

Menetapkan Susunan Tim Penyusun Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2022 - 2028 sebagai
berikut:

1. Pembina : Luthfi Maula, SPd
2. Ketua : Sri Wahyuningsih, SE
3. Sekretaris : Hadi Supeno

4. Anggota : Kisyanto

5. Anggota : Fadlil

6. Anggota : Kasbullah

7. Anggota : Devi Afriyani, SPd
8. Anggota : Ahmad Salim

9. Anggota : Nursidah

0. Anggota Irsadul Ibad

1. Anggota Sutarlan

Tugas dan Tanggungjawab Tim Penyusun RPJM Desa
adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) tahun 2022 - 2028 berdasarkan
data-data hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dan Perumusan
Visi Desa yang dilakukan secara partisipatif.

Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM Desa
mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang
Desa, ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7) peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang DesaPeraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di
Desa, Permendagri No. 114/2014 tentang Pedoman
Pembangunan Desa, Permendes PDT dan Trans No.1/2015
tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa dan Permendes PDT dan Trans
No.2/2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme
Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, Permendes PDT dan
Trans No. 21/2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, serta Peraturan Bupati
Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Pedoman penyusunan
RPJM Desa dan RKP Desa.



Keempat

Kelima

Keenam

Tim Penyusun RPJM Desa dalam melaksanakan tugasnya
dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (Kecamatan dan atau
Kabupaten), Pendamping Profesional serta pihak lain yang
berkompeten.

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Desa terhitung sejak
ditetapkannya Surat Keputusan Kepala Desa ini sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Desa tentang RPJM Desa Tahun 2022
— 2028 oleh Kepala Desa.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempel
25 November 2022




